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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dalam
perspektif hukum positif, serta merumuskan kebijakan hukum yang ideal dalam mengatur
kebebasan berekspresi guna mendukung demokrasi. Latar belakang penelitian ini
didasarkan pada adanya ketegangan antara pengaturan ruang digital melalui UU ITE dan
jaminan kebebasan berekspresi dalam konstitusi, terutama akibat adanya pasal-pasal yang
bersifat multitafsir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-
empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual pada berita yang terjadi.
Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan
melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa UU ITE berperan penting dalam mengatur aktivitas di ruang digital
serta mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Namun, keberadaan norma yang
multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek jera (chilling effect) bagi
masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Hal ini berdampak pada menurunnya
partisipasi publik dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi
kebijakan hukum melalui kejelasan norma, pembatasan yang proporsional, serta pedoman
penegakan hukum yang akuntabel. Selain itu, sinkronisasi dengan prinsip hak asasi
manusia dan konstitusi menjadi penting untuk menjamin perlindungan kebebasan
berekspresi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa UU ITE masih memerlukan
perbaikan agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Demokarasi, Hukum Positif, Kebebasan Berekspresi

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Electronic Information and Transactions Law
(ITE Law) on freedom of expression in Indonesia from a positive legal perspective, as
well as to formulate an ideal legal policy to regulate freedom of expression to support
democracy. The background of this study is based on the tension between the regulation
of digital space through the ITE Law and the guarantee of freedom of expression in the
constitution, especially due to the existence of articles that are open to multiple
interpretations. The research method used is normative-empirical legal research with a
legislative and conceptual approach to the news. The legal materials consist of primary,
secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies, then analyzed
qualitatively. The results of the study indicate that the ITE Law plays an important role
in regulating activities in the digital space and preventing the abuse of freedom of
expression. However, the existence of multi-interpretable norms creates legal uncertainty
and a deterrent effect (chilling effect) for the public in expressing opinions. This has an
impact on decreasing public participation and the quality of democracy. Therefore, legal
policy reformulation is needed through clear norms, proportional restrictions, and
accountable law enforcement guidelines. Furthermore, synchronization with human
rights principles and the constitution is crucial to guarantee the protection of freedom of
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expression. The study's conclusion confirms that the ITE Law still requires improvement
to align with democratic principles and human rights protection

Keyword: Democracy, Freedom of Expression, Positive Law

1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan

pemerintahan dan negara dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.! Tahun 1998 Era reformasi
menjamin kebebasan berekspresi bagi rakyat Indonesia. Hak manusia untuk dihormati, dipenuhi, dan
dilindungi seutuhnya bisa dilihat dari kebebasan berekspresi, karena merupakan kodrat setiap manusia
sejak dilahirkan untuk mendapatkan haknya dari negara.? Seseorang sejak kelahirannya sudah memiliki
hak asasi manusia yang dimana hak tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah
melekat dan menjadi milik setiap pribadi individu yang dijamin oleh negara.® Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa
hak asasi manusia merupakan seperangkat hakikat yang melekat dan sebagai bentuk keberadaan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi serta
dilindungj oleh negara. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir sudah
memiliki hak dan hak tersebut telah dijamin oleh aturan perundang-undangan dan hak tersebut wajib
dihargai secara kemanusaiaan dan harus dijunjung tinggi serta dilindungi bersama begitu juga dengan
pengimplementasian kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam
Pasal 28 huruf (¢) UUD Tahun 1945 yang diawali oleh kata “bahwa setiap orang” memiliki hak atas
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang artinya kebebasan untuk mengkritik dan bersuara.
Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi
memiliki kedaulatan tertinggi yaitu berada ditangan masyarakat. Setiap elemen-elemen masyarakat
memberikan kritik kepada pemerintahan atas kebijakan yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat atau malah merugikan masyarakat. Kebebasan berekspresi seperti berbicara dan
berpendapat dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan contohnya seperti tulisan, melalui buku,
dengan diskusi, artikel, lukisan seni, musik dan masih banyak cara-cara lainnya. Semakin dewasa suatu

bangsa, semakin dihormati kebebasan berbicara dan berekspresi.* Tahun 2025 tak dipungkiri bahwa
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kemajuan teknologi bisa mempengaruhi kebebasan berekspresi. Hadirnya teknologi digital memiliki
pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Keberadaan media sosial bisa dimanfaatkan
sebagai tempat paling cocok untuk mencurahkan ekspresi seseorang di dunia maya. Banyak media
sosial yang digunakan untuk mencurakhan ekspresi seseorang seperti Instagram, X, TikTok, dsbh. Hal
ini menjadikan penggunanya dapat melakukan kebebasan berekspresi tentang apa yang dirasakan,
dipikirkan, bahkan apa yang diinginkan dari ekspresi curahan hatinya, berekspresi melalui seni puisi,
berekspresi dengan kata-kata bijak, saling berkomentar, chatting dan sebagainya.®

Realitas dilapangan kebebasan berekpresi di Indonesia saat ini terjadi penghambatan akan
melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaga negara baik eksekutif
maupun legislatif sering melakukan pelemahan dasar kebebasan berekspresi dengan melalui aturan
konstitusi. Salah satu contohnya yaitu UU ITE.® Pembatasan-pembatasan tersebutlah yang
mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tak hanya itu, baru-baru ini terdapat pembatasan
kebebasan berekpresi yang sedang viral yaitu kebebasan berekspresi musik dari grup musik sukatani
berasal dari purbalingga yang berjudul “bayar bayar bayar”. Menurut sang gitaris Sukatani lagu tersebut
dibuat untuk kebebasan berekspresi yang ditujukan kepada oknum-oknum polisi yang tidak sesuai
dengan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.” Kondisi itu membuat resah kalangan
masyarakat sipil, termasuk akademisi dan mahasiswa.® Pada tahun 2022 Komnas HAM melaporkan
terdapat pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terjadi di media sosial. Terdapat
kasus ditahun 2020-2021 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dicatat oleh Komnas
HAM. Kasus yang berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus berasal dari media
monitoring yang dilakukan oleh tim pemantauan situasi kebebasan berekspresi.® Realita yang jelas
terlihat pada akhir-akhir ini adalah adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat. Berita yang terjadi di
Yogyakarta ketika terdapat aksi kamisan terdapat sejumlah mahasiswa yang mendapatkan intimidasi

dari aparat saat melakukan demonstrasi kebebasan berpendapat di depan Balai Kota Semarang pada 26
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Agustus 2024.1° Kebebasan berekspresi itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
9 tahun 1998 mengatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga aksi demonstrasi merupakan bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas jaminan kebebasan berekspresi masih perlu ditegakkan
untuk menciptakan ruang demokrasi di Indonesia. Secara nyata masih terdapat pembatasan
pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak bisa tersampaikan. Banyak masyarakat yang merasa
takut dan berakibat tidak berani untuk bersuara untuk kemajuan bangsa. Kebebasan berekspresi
yang mengesampingkan jaminan hak asasi manusia sangat mempengaruhi kondisi di Indonesia
dalam mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045. Sehingga, peneliti ingin membuat penelitian
karya tulis dengan judul “PENGARUH UNDANG-UNDANG ITE DALAM KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan

normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang
berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan UU ITE. Sementara pendekatan empiris dilakukan dengan
menganalisis fenomena sosial dan praktik penegakan hukum yang berkembang di masyarakat terkait penggunaan
UU ITE. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari
jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, serta berita yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan
secara deduktif dengan menghubungkan norma hukum positif dengan fakta sosial yang berkembang dalam

masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Undang-Undang ITE dalam mengatur kebebasan berekspresi di Indonesia

1. Hubungan konsep kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi

10 wawan S., “Ada Intimidasi Saat Aksi, Mahasiswa Semarang Mengadu ke FH UGM.”, 30 Agustus 2024,
https://www.detik.com/jogja/berita/d-7517214/ada-intimidasi-saat-aksi-mahasiswa-semarang-mengadu-ke-fh-ugm
diunduh 3 Maret 2025, Pukul 15.09 WIB.

11 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
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Bahwa kebebasan berekspresi merupakan sebuah cara bagaimana sesorang itu mengemukakan
pendapatnya baik di depan umum maupun di dalam media massa atau media sosial. Kebebasan
berekspresi ini adalah sebagai simbol bahwa setiap orang memiliki haknya untuk bersuara dan
memberikan pendapat. Kalau kita sandingkan dengan konsep negara berdemokrasi justru hal tersebut
merupakan sebuah hal yang berkesinambungan dan berhubungan satu sama lain. Bahwa demokrasi
merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Dimana sebuah sistem pemerintahan dalam
mengambil sebuah kebijakan melibatkan masyarkatnya. Kekuatan rakyat merupakan sebuah poin
utama dalam sistem demokrasi. Jika kita sandingkan dengan kebebasan berekspresi merupakan sebuah
kritik yang bisa disampaikan untuk mengkritik sistem kebijakan pemerintah. Karena korelasi keduanya
sangat terhubung dimana demokrasi membutuhkan masyarakat untuk melibatkan pembuatan kebijakan
dan kebebasan berekspresi merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan demokrasi.

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari konstitusi, bahwa dalam rumusan aturan yang

tertinggi di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 yang menyebutkan pada pasal 28E ayat 3 yaitu:*2
“setiap orang berhak untuk bererikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya”

Sehingga dalam bentuk penafsiran yang lebih menyeluruh arti dari pasal 28E ayat 3 adalah
setiap orang yang berkedudukan di Indonesia (WNI) ia memiliki kesempatan yaitu hak yang dijamin
oleh negara atau pemerintah, hak tersebut berupa berserikat dan berkumpul dalam bentuk manusia
adalah mahluk sosial yang kemudian memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat atas hal-hal yang
telah ia rasakan baik atas ketidakadilan dari kebijakan pemerintah maupun atas perlakuan sosial di

lingkungannya.

Dalam aturan konstitusi aturan yang dibawah harus selaras dengan aturan yang diatas.*® Hal
tersebut berlaku dalam konstitusi yang berada di negara Indonesia. Bahwa aturan tertinggi dalam
Indonesia yaitu UUD 1945 yang kemudian aturan dibawahnya yang mengatur dan/atau berkaitan

mengenai kebebasan berekspresi yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di

Muka Umum

12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13 pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi E lektronik

Bahwa aturan-aturan yang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28E Ayat 3 UUD
1945. Kebebasann berkspresi memiliki peran dan fungsinya, dengan memiliki kebebasan
berekspresi masyarakat memiliki kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan. Sehingga hal-hal yang
menjadi kepentingan politik akan bisa terjaga atas kebebasan berekspresi itu untuk menjadi
stabilisator pemerintahan. Kebebasan berekspresi juga sebagai bentuk pertukaran gagasan dan
kemajuan intelektual. Artinya dengan cara melakukan keberanian dalam mengemukanan pendapat,
mengemukakan pikiran, masyarakat yang mendengarkan akan paham dan juga akan mengerti apa
yang menjadi isi pikiran satu sama lain. Sehingga itu akan menjadi sarana pendukung kemajuan

intelektual.

Perkambangan globalisasi menuntut adanya sebuah aturan yang mengatur mengenai
pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun pertimbangan UU ITE sebagai

berikut:**

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa

tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan
Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi
Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan

masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara

langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk
menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional,

14 Kondsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui
infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-

nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Pada awal kemunculan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan sebuah awal mula pengaturan ITE di
Indonesia.’® Adapun hal yang berkaitan pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang sekarang berganti menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.® Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

yang menggambarkan peran negara secara administratif dapat dirinci sebagai berikut:*’
a. Penyelenggara sistem elektronik (Pasal 5)
b. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik (Pasal 30 hingga Pasal 32)
c. Pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 33)
d. Pendaftaran penyelenggara agen elektronik (Pasal 37)
e. Sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik (Pasal 61)
f. Pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 64)
g. Pendaftaran lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 65)
h. Pengawasan lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 71)

i. Pengelola nama domain dan penetapan pengelola nama domain dari unsur masyarakat (Pasal
74)

J.  Pengawasan terhadap pengelolaan nama domain (Pasal 83)

15 Ramadoni S.R, dkk., Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital, Longgong: Jurnal
Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 2, 2023, 41-58, https://doi.org/10.30872/langgong.v3i2.3201

18 Ibid.

17 peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
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Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
dimana UU tersebut pada awal perubahannya banyak sekali pembicaraan publik yang dimana
dianggap merugikan masyarakat di beberapa pasal pada UU tersebut karena kurangnya partisipasi
publik dalam melaksanakan perubahannya. Poin utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah
kaitannya UU ITE dengan kebebasan berekspresi. Adapun pasal yang dianggap menjerat kebebasan
berekspresi yaitu Pasal 28 Ayat 2 dengan frasa “menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang
lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”.*® Hal tersebut menjadi salah satu

penjeratan kebebasan berekspresi di Indonesia.

B. Kebijakan hukum dalam mengatur penegakan kebebasan berekspresi menurut hukum
positif
1. Kesesuaian kebijakan hukum UU ITE dalam mengatur penegakan demokrasi

Kebijakan hukum dalam sebuah produk hasil dari keputusan politik. Kebijakan hukum atau
bisa yang kita sebut beschiking yang merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintaah
yang bersifat tertulis dan final. Beschikking merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah
berdasarkan kewenangan hukum administrasi negara. Adapun kebijakan hukum yang disebut
dengan regelling. Dalam istilah bahasa Belanda, regelling yang berarti adalah peraturan.
Regelling sendiri pada di Indonesia yang berarti undang-undang. Contoh dari regelling yang

dibuat dalam tabel penelitian ini sebagai berikut:

NO uu PASAL SUBSTANSI SIFAT ANALISIS
1. UUD 1945 | Pasal 28E | Menjamin Protektif Menjadi dasar
ayat 3, kebebasan konstitusional
Pasal 28F | berpendapat, utama, namun tetap
berekspresi, dan membuka ruang
memperoleh pembatasan melalui
informasi Pasal 28J
2. UU NO 39 | Pasal 23, Menjamin Protektif Memperkuat
TAHUN Pasal 25 kebebasan jaminan HAM, tetapi
1999 berpendapat implementasi-nya
(HAM) dan

18 pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



menyampaik-an

masih bergantung

informasi pada UU sektoral
UUNO9 Seluruh Mengatur Protektif + Memberikan
TAHUN Pasal kebebasan Regulatif kebebasan dengan
1998 menyampaik-an syarat ketertiban
pendapat di umum, cenderung
(KEMERDE ruang publik masih proporsional
KAAN
MENYAMP
AIKAN
PENDAPAT
)
uu 40 Pasal 4, Menjamin Protektif Relatif progresif,
TAHUN Pasal 6 kemerdekaan melindungi
1999 pers dan kebebasan pers
(PERS) larangan sensor secara kuat
UU NO'32 | Pasal 36 Mengatur isi Restriktif Membatasi ekspresi
TAHUN siaran agar tidak | (Penga-wasan) | dalam media
2002 melanggar penyiaran untuk
(PENYIARA norma menjaga moral dan
N) ketertiban
UUNO 11 | Pasal Mengatur Restriktif + Mengandung pasal
TAHUN 27,28, ekspresi di Regulatif multitafsir,
2008 27A, 28A ruang digital berpotensi
JO.NO 19 (pencemaran, membatasi
TAHUN ujaran kebebasan
2016 JO. kebencian, berekspresi
NOMOR 1 hoaks)

TAHUN




2024 (UU
ITE)

7. UUNO 1 Pasal Mengatur Restriktif Berpotensi tumpang
TAHUN Penghinaa | batasan ekspresi tindih dengan UU
2023 n/Pence- | terkait ITE, menimbulkan
(KUHP) maran penghinaan dualisme hukum

8. UU NO 14 | Pasal 2, Menjamin hak Protektif Mendukung dan
TAHUN Pasal 4 memperoleh demokrasi, namun
2008 informasi publik implementasi bukan
(KETERBU optimal
KAAN
INFORMA
S| PUBLIK)

Regelling diatas merupakan studi perundang-undangan dalam penelitian ini. Tabel diatas terdapat 2
sifat yaitu bersifat protektif dan dan bersifat restriktif. Sehingga dapat dianalisis bahwa pengaturan

kebebasan berekspresi di Indonesia memiliki karakter dualistis yaitu:

1. Peraturan yang bersifat protektif
Peraturan yang bersifat protektif adalah UUD 1945, UU HAM, dan UU Pers yang menjamin
kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental

2. Peraturan yang bersifat restriktif/regulatif
Peraturan yang bersifat restriktif/regulatif adalah UU ITE, UU Penyiaran, dan KUHP yang
membatasi kebebasan berekspresi demi menjaga ketertiban umum, moralitas, dan hak orang

lain.

Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan
dan pembatasan. Namun, dalam praktiknya peraturan yang bersifat restriktif khususnya UU ITE
seringkali dominan sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Selain itu, terdapat juga tumpang tindih norma antara KUHP dengan UU ITE yang dapat



menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi diperlukan

agar tidak terjadi konflik norma dalam penegakan hukum.

Melalui UU ITE, negara berupaya menjalankan kedua fungsi tersebut. Di satu sisi, negara
melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti hoaks dan ujaran kebencian. Namun di sisi
lain, negara juga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi jika regulasi tidak diterapkan secara
proporsional. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE di Indonesia masih belum
sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena berpotensi digunakan
untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.!® Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa norma
dalam UU ITE belum mampu menciptakan keseimbangan ideal antara perlindungan masyarakat dan

kebebasan individu.?
2. Permasalahan dalam penegakan UU ITE
a. Pasal Multitafsir

Salah satu problematika mendasar dalam penegakan hukum terkait Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 adalah keberadaan norma yang bersifat multitafsir (vague norms), khususnya dalam
pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Meskipun telah dilakukan
perubahan terhadap rumusan pasal, seperti penggantian Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A,
substansi norma tetap menggunakan frasa yang bersifat abstrak, seperti “muatan penghinaan” atau
“informasi yang menimbulkan kebencian”. Frasa tersebut tidak memiliki batasan yang tegas,

sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum.?!

Dalam teori hukum, norma yang tidak jelas berpotensi menimbulkan legal uncertainty
(ketidakpastian hukum), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat).
Ketidakpastian ini menyebabkan masyarakat tidak dapat secara pasti mengetahui batas antara
perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Selain itu, sifat elastis dari norma ini
memunculkan istilah “pasal karet”, yang merujuk pada ketentuan hukum yang dapat ditarik ke
berbagai arah sesuai kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, hal ini sering berujung pada

kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat.

19 Oktia Ayu R., Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan
Berekspresi, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, vol 3 no 4, 2025, https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893
20 Kallista Remnu, dkk., Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace
Indonesia, Jurnal Iso: Jurnal llmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol.4 No. 2, 2024, https://doi.org/10.53697/is0.v4i2.1984

21 Willa Wahyuni, “Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru”, Hukum Online, 18 Januari 2024, Diakses
pada 4 Mei 2026 pada laman https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-
uu-ite-baru-1t65a90c5004886/
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b. Penegakan Hukum yang tidak konsisten

Permasalahan berikutnya adalah adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Inkonsistensi
ini dapat dilihat dari perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa.
Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bertindak cepat dan represif, sementara dalam kasus
lain yang sejenis justru tidak ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam
penerapan norma hukum yang sama.?? Ketidakkonsistenan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain:

1. Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum
2. Tidak adanya pedoman yang mengikat secara kuat
3. Faktor subjektivitas dalam menentukan unsur delik

Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak prediktif dan cenderung selektif. Dalam konteks
negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law (persamaan di
hadapan hukum), yang mengharuskan setiap individu diperlakukan secara sama di depan hukum.?
Selain itu, inkonsistensi penegakan hukum juga berdampak pada menurunnya legitimasi hukum di

mata masyarakat, karena hukum dianggap tidak memberikan kepastian dan keadilan.
c. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Ketidakjelasan norma dalam UU ITE juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
kewenangan (abuse of power). Dalam praktik, UU ITE tidak jarang digunakan sebagai alat untuk
menjerat individu yang menyampaikan kritik, baik terhadap pejabat publik maupun institusi
tertentu.?* Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari instrumen perlindungan
menjadi alat kekuasaan. Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini mencerminkan kegagalan
dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Lebih

lanjut, penyalahgunaan kewenangan ini dapat terjadi karena:

1. Luasnya ruang interpretasi norma
2. Minimnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum

3. Tidak adanya batasan yang tegas dalam penerapan pasal

Akibatnya, UU ITE berpotensi digunakan secara represif dan diskriminatif, yang pada akhirnya

22 | oc.it
23 Loc.it
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merugikan masyarakat dan melemahkan prinsip demokrasi.
d. Kurangnya Perlindungan terhadap Kebebasan Berekspresi

Permasalahan lain yang sangat krusial adalah belum optimalnya perlindungan terhadap kebebasan
berekspresi. Kebebasan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU
ITE sering kali membatasi kebebasan tersebut secara berlebihan. Hal ini terlihat dari meningkatnya
jumlah kasus yang berkaitan dengan ekspresi di media sosial, termasuk kritik terhadap kebijakan
publik. Salah satu dampak nyata dari kondisi ini adalah munculnya fenomena chilling effect, yaitu
keadaan di mana masyarakat menjadi enggan atau takut untuk menyampaikan pendapat karena
khawatir akan konsekuensi hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat partisipasi
publik dalam proses demokrasi, karena masyarakat kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi
dan kritik. Padahal, dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan elemen penting
untuk mengontrol kekuasaan dan menjaga akuntabilitas pemerintah.?®> Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa UU ITE belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara pembatasan

dan perlindungan kebebasan berekspresi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU ITE pada dasarnya bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Akan
tetapi, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan berpotensi membatasi
kebebasan berekspresi masyarakat. Penggunaan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan
ujaran kebencian sering kali menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik publik yang seharusnya
menjadi bagian dari demokrasi.

Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum diperlukan untuk memperjelas norma dalam UU ITE
serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Penegasan unsur pasal, pembatasan ruang
multitafsir, dan pedoman penegakan hukum yang jelas menjadi langkah penting agar penerapan UU

ITE tetap selaras dengan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia.

% Loc.it
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